
WALI KOTA PONTIANAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALi KOTA PONTIANAK 
NOMOR 53.22 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 7.1 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PONTIANAK, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu 

Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7.1 

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pontianak Tahun 2020-2024; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
Mengingat: 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 
Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengu bah U ndang­ 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007- 

2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 6); 
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13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 

Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 73); 

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Nomor 191); 

18.Peraturan Wali Kota Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang Rencana 
Strategis Dinas Lingkungan Hid up Kota Pontianak Tahun 2020- 
2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7 .1); 
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19.Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 

61); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7.1 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024. 

PasalI 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2020-2024 
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7.1) diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 11 Juli 2011, 

WALi KOTA PONTIANAK, 

- 
EDIRUSDIKAMTONO 

Diundangkan di Ponti ak 
pada tanggal 11 JU h 2. o 21. 

SEKRETARIS DAER KOTA PONTIANAK, 

MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR S�· :;i.i. 
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Stratergis (Renstra)

Perubahan Kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dapat

diselesaikan, penyusunan Renstra ini mencakup Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, strategis dan

kebijakkan dan rencana pembiayaannya dalam jangka lima tahunan.

Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

disusun dalam upaya menentukkan skala prioritas penanganan permasalahan lingkungan

hidup yang begitu tinggi intensitas dan kompleksitas penyebab dan akar permasalahannya.

Oleh karena itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai

acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-

prinsip Good Environment dengan indicator yang dapat diukur dalam upaya mewujudkan

visi kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak 2020 –

2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan

oleh karena itu saran/masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam upaya

penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

yang akan datang.

Pontianak,      Juli  2022
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat

indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang

disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra

maupun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Sementara itu terkait pendapatan retribusi persampahan, Dinas Lingkungan Hidup

mengelola pendapatan retribusi persampahan. Dasar pengelolaan Retribusi

Persampahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun

2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1 Tahun

2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola

Pendapatan Retribusi Persampahan yang terdiri dari Retribusi yang ditagih melalui

Pelanggan PDAM, Retribusi melalui Kerjasama Pengangkutan Sampah dan Retribusi

melalui Penarikan Karcis. Dalam upaya optimalisasi   pendapatan asli daerah tentu

dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup yang berorientasi

pada optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan

Kota Pontianak. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian

dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang

melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Visi

Kota dan Renstra Kota Pontianak Bidang Lingkungan Hidup 2020-2024 bersama-sama

dengan instansi dan stakeholders baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak,

masyarakat dan dunia usaha.
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Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilakukan

dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,

perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah

diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan

pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis

(Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun

2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut:
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Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya
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Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan

kedua atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasffikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.

2. Penyelarasan   terhadap klasifikasi,   kodefikasi   dan   nomenklatur program,

keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan

hal lain yang dianggap perlu.
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5. Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini yang mengalami era globalisasi maka

antisipasi kedepan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai salah

satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus

mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat

khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya

dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun

2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan

Hidup Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700).

5.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4275).

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



1. 5

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

7.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan  Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323).

13. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781).

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak

Tahun 2008  Nomor 9 Seri  E  Nomor 9, Tambahan  Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor 73).

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 117).

19. Peraturan Daerah  Nomor 7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah  Nomor 7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun

2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Bertita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).

22. Peraturan WaliKota Pontianak Nomor  127 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021,

Nomor 127).
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1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2020-

2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen

perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup berjalan sesuai

koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan

aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada

nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari

pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan Ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 tahun 2021 tentang KEDUDUKAN,

STRUKTUR  ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI,  URAIAN TUGAS  DAN

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan;

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

f. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

g. Unit Pelaksana Teknis dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
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TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang

lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Dinas lingkungan hidup.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program

kerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan

pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas

berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. Perumusan rencana kerja di bidang lingkungan hidup;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;

d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;

e. Penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup;

f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;

b.   Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c.   Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang lingkungan hidup, dengan unit kerja

terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;

d.   Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup kepada

Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat

terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
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e.   Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan

bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan,

perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan

efisien dan efektif;

g.   Mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan

evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan;

h.   Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan unit

pelaksana teknis pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan  target  kinerja yang  telah  ditetapkan  untuk  mengetahui tingkat  kinerja yang

dicapai;

i. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Unit Pelaksana

Teknis, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan seluruh pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

j. Melaporkan  kegiatan  di  bidang lingkungan hidup baik secara lisan  maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

k.   Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan dan

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Walikota.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;

b. Perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

d. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;

e. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan

rencana  kerja  Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman  untuk melaksanakan

tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi

masing-masing Kepala Sub Bagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana

yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan

dapat dipahami secara benar;

d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional dan pelaksana

di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian pada

sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana

yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang

yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

g. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan,

berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan  perundang-undangan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan

keuangan.
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KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan

menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;

b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana

kerja yang telah ditetapkan;

c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;

e. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh

Sekretaris.

Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana

secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik

dan benar;

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai

yang ada untuk tertib administrasi;

e. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu

Isteri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai,

Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi

Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti,

Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi, inventarisasi penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai,

Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi

Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan

dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta  Administrasi Kepegawaian

Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib

administrasi kepegawaian;
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f. Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan

dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan,

pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor,

dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan  perlengkapan  dan

rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan

aparatur agar   pelaksanaan tugas berjalan   sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan

pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar

Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat,

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja

sesuai dengan   pedoman   dan   ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

i. Melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan

kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

k. Melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan

keputusan Sekretaris;

l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian umum dan aparatur baik

secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan;

m.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian  Umum dan Aparatur  meliputi administrasi surat

menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan

kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian

internal serta pelayanan publik.
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KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan;

b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah

ditetapkan;

c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;

e. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun  rencana kerja Sub  Bagian Keuangan  berdasarkan  sasaran  dan  program

kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana

secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik

dan benar;

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam

melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang keuangan yang ada untuk tertib

administrasi;

e. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang,

Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai

pedoman  dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar  pelaksanaan program

kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

f. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung

Jawaban sesuai dengan pedoman dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta

catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

h. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
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i. Melaporkan kegiatan di bidang keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Sekretaris;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Sub Bagian Keuangan meliputi administrasi keuangan, pelaporan

keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan

teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan.

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan

evaluasi dibidang Tata Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;

b. Perumusan program kerja di bidang tata lingkungan;

c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;

d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang tata lingkungan;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata

lingkungan;

f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan;

h. Pengelolaan administrasi di bidang tata lingkungan;

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di bidang tata lingkungan berdasarkan sasaran dan program

kerja  tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan

tugas;

b. Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;
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c. Memberi  petunjuk  kerja kepada pejabat  fungsional  dan  pelaksana yang dilakukan

secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar;

d. Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang tata

lingkungan baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada Bidang Tata Lingkungan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan

berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang tata lingkungan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang tata lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang  lingkup  tugas Bidang  Tata Lingkungan  meliputi  perlindungan dan  pengelolaan

lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
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KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan

teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk

melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

b. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

c. Penyelenggaraan  koordinasi  pelaksanaan  tugas di  bidang pengelolaan  sampah dan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah dan limbah

bahan berbahaya dan beracun;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

h. Pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun;

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya

dan beracun berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b.   Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;

c. Memberi  petunjuk  kerja kepada pejabat  fungsional  dan  pelaksana yang dilakukan

secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar;
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d.   Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun baik secara preventif

maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas;

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan

limbah B3 berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

g.   Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengurangan sampah dan

retribusi, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h.   Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengurangan sampah dan

retribusi, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan

beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas

dalam pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah dan limbah

bahan berbahaya dan beracun baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

meliputi pengurangan sampah dan kemitraan, penanganan sampah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun.
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KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan

pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

b. Perumusan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan;

d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

h. Pengelolaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan berdasarkan sasaran dan program kerja  tahunan Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;
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c. Memberi  petunjuk  kerja kepada pejabat  fungsional  dan  pelaksana yang dilakukan

secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar;

d. Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara preventif maupun

represif untuk menghindari terjadinya kesalahan   dan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas;

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan,

pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemantauan lingkungan,

pengawasan  pencemaran  lingkungan  dan  penanggulangan  kerusakan lingkungan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam

pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi

pemantauan lingkungan, pengawasan pencemaran lingkungan dan penanggulangan

kerusakan lingkungan.
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KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

HIDUP

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan

pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok,Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup;

b. Perumusan program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;

c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;

d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup;

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

f. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;

h. Pengelolaan administrasi di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan;
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c. Memberi  petunjuk  kerja kepada pejabat  fungsional  dan  pelaksana yang dilakukan

secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar;

d. Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang

peningkatan kapasitas lingkungan hidup baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana

pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan

membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan

untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang penaatan dan

peningkatan   kapasitas lingkungan hidup berdasarkan pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan

penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas

lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa dan

penegakan hukum lingkungan, pembinaan lingkungan, peningkatan kapasitas

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

i. Melaporkan kegiatan di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam

pengambilan keputusan;

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan   bidang penaatan dan   peningkatan

kapasitas lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

meliputi dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pembinaan

lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
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UNIT PELAKSANA TEKNIS

a. Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau

kegiatan teknis penunjang Dinas.

b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pengawas berkaitan dengan pelayanan teknis

fungsional.

b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan

rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada Pejabat Administrator.

d. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau

penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk,

sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub

Koordinator Jabatan Fungsional.
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2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

1. Gambaran Umum

Badan Lingkungan Hidup
PERDA No.11 Tahun 2008

Dinas Kebersihan
PERDA No. 11 Tahun 2008

Dinas Lingkungan Hidup
PERDA No. 07 Tahun 2008

2. Sumber Daya Aparatur

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan

keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

No Golongan
Jumlah

Jumlah
Pria Perempuan

1 IV 3 3 6

2 III 23 18 41

3 II 12 3 15

4 I - - -

Total 38 24 62

3.   Kondisi Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pontianak dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Adapun sarana

dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1.1. Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sementara waktu menempati 3 (empat)

unit bangunan kantor, kantor pertama berada di lokasi Jl.Alianyang Kota

Pontianak, adalah merupakan Dinas Lingkungan Hidup dan kantor kedua juga

berada di Jln. Alianyang yang mana dulu merupakan Kantor Puskesmas

Alianyang, kantor ketiga berada di Jalan Kebangkitan Nasional Dalam I No. 1

Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, yang merupakan kantor

Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat lalu, yang mana sekarang digunakan

untuk kegiatan Perbengkelan Kendaraan Operasional dan yang keempat berada

juga di Jalan Kebangkitan Nasional yaitu UPTD TPA (Tempat Pemprosesan

Akhir).
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1.2. Armada Operasional Dinas, Angkutan Sampah

Dalam upaya pengelolaan kebersihan Kota Pontianak, ketersediaan jumlah

armada atau kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua (motor), roda tiga

(motor gerobak), roda empat (mini bus/pik-up), roda enam (alat angkut sampah),

dan ketersedian alat berat (buldozer, excavator) merupakan faktor yang memiliki

pengaruh yang sangat besar terhadap beban kerja dan capaian kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

1.3. Kondisi TPS (Tempat Pengumpulan Sementara)

Keberadaan TPS bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuang

sampah rumah tangga yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan pada

jam-jam tertentu untuk diproses di TPA. Adanya Konteiner selain memudahkan

dalam proses pengangkutan juga menciptakan lokasi TPS dapat lebih terlihat

bersih dan mengurangi dampak negatif yang timbulkan oleh sampah.

1.4. Kantor UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah

Letak TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) berada di Kec. Pontianak Utara di

Kelurahan Batu Layang memiliki luas 26,6 Ha. Saat ini luas TPA yang sudah

terpakai untuk penimbunan sampah, hal ini akan menjadi permasalahan yang

perlu  dicarikan  solusi dalam  mensikapi kebutuhan  lahan  dimasa mendatang.

Pertambahan jumlah produksi sampah yang dihasilkan, membuat permasalahan

persampahan sepertinya tak akan pernah selesai. Perlu adanya inofasi baru

terhadap pengembangan hasil dan manfaat pengelolaan sampah di TPA.

Kebutuhan lahan saat ini masih merupakan kebutuhan yang mutlak harus

terpenuhi disamping pembiayaan opersional yang sangat mahal.

1.5. Penyapuan Kebersihan Jalan Kota

Kegiatan penyapuan jalan kota dimulai pada jam 05.00 pagi s.d   08.00 pagi,

ditambah dengan penyapuan keliling untuk membantu tugas penyapuan rutin

seperti  saat adanya kegiatan atau even-even  tertentu. Terpeliharanya kondisi

kebersihan pada ruas jalan yang ada di Kota Pontianak menjadi salah satu faktor

kunci utama pengukuran keberhasilan kinerja.

1.6. Pengendalian Kebersihan

Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan kondusif di Kota Pontianak tak

terlepas dari peran dan fungsi bidang pengendalian kebersihan. Pelaksanaan

penerapan Perda dan Perwa tentang Jadwal Pengangkutan Sampah telah

dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan menempatkan petugas penjaga TPS yang

melakukan penindakan berupa penahanan KTP/Identitas terhadap masyarakat

yang membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada jam

18:00 s/d 06:00 WIB.
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1.7. Penyuluhan Kebersihan

Upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

kebersihan dan kesehatan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup senantiasa

melakukan penyuluhan di 6 (enam) Kecamatan dan kepada warga masyarakat,

sekolah-sekolah, pasar, jalan raya dan lingkungan masyarakat.

1.8. Peralatan Pemantauan Kualitas Air.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemantauan kualitas air parit  dan air

Sungai Kapuas/Landak telah diadakan 1 (satu) unit Speed Boat.

1.9. Peralatan Laboratorium.

Peralatan laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan pemantauan kualitas

air dan sumber potensi pencemar untuk mengetahui tingkat/kadar beban dan zat

pencemar kualitas air Sungai Kapuas/Parit dan kandungan zat berbahaya dalam

limbah kegiatan usaha, terdiri antara lain : DO Meter, pH Meter, Salinity Meter,

dan peralatan lainnya.

1.10. Peralatan PemantauKualitas Udara Ambient (Fix Station Air Monitoring).

Fix Station Air Monitoring adalah satu peralatan pemantauan kualitas udara

ambient yang bersumber dari   Bantuan Pemerintah Austria yang dapat

mendeteksi 5 (lima) parameter kualitas udara ambient yaitu Ozon (O3), Debu

(PM10), Sulfur   Dioksida   (SO2), Nitrogen Oksida (NOX) dan Carbon

Monoksida (CO). Disamping itu Pemerintah Kota Pontianak memiliki 1 (unit)

Fix Station Air Monitoring Bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Peralatan tersebut ditempatkan dilokasi di Halaman Kantor Camat

PontianakTenggara.



2.3      Kinerja Pelayanan

Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Tahun 2017-2019

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi PD

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra PD Tahun Ke-
Realisasi Capaian

Tahun Ke-

Rasio Capaian pada

Tahun Ke-

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1
Tingkat Kebersihan

Kota Pontianak

- - -
80 95 100 70 75 80 10 20 20

2

Persentase

Pencapaian Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup

- - -
80 85 100 62 62 65 18 23 35

3

Persentase

Penguatan

Keterlibatan

Masyarakat atau

Komunitas

- - -
80 95 100 75 78 80 5 17 20

2.38
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Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tahun 2017-2019

2.39

Anggmn pad a Tahun ke- Realisasi Anggaran plda Tah111 Ke· Ruio 1ntan1 Rubni !Ian Ang�., Tahunke- Rltl-RJta Peftllllbuhan 
Na Program dan Ke�atan 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 '"' 2019 �gar1n ..... 
I Program Pengendal1an :M!i.867 BOO 299.290.000 421661.600 284.000.758 292969.291 392.312.278 61.867.IW2 6.320.703 29.3,0.322 355..606..467 323.094.111 

Pencemaran dan 
Kffllukan Lingkqan ... 

1 P�riat.e1Ktlc.ltasNr 173.0ll SOO 223eeo.OOJ 3D470CCO 125.3'7i99 220 71C ae 28.4l1.00) 47.69J.0)1 2.143.800 20!0 OOC 1!2 44�.933 '2!8212�: 
K3:c. P�'ltlarak 

1 Pemariat.01 Kuc.llas 51WSOOJ 21 :ni.cro 2000CCO 50.393000 21 za cco 1.!lll.00) '.5)0000 Et:.cro '"' 2iC�.333 2a :i-!! Ef 
Ujor:: KOOi Par arak 

l Per<egal"e1 Peimnaran �843900) �2.450.00) 31445CCO 78.692i40 32163{(0 2W8.l'.ro 11.746.230 287[rn 1227 OOC 51444 ffi7 46 357 �1: 
Uf:r:,. de.fl SJrtEI EllllSI 

4 Pe�acuanMz�i.W.at 3J42300J 1e 680.cro 1S920CCO 29592219 '2852CH 13 852 236 8lH8' i 8219)3 5i>5ii64 21m333 'Bi65!1 
A'l.ltal Acaf?f!. [)u:Jla, 
Parcereren jWatau 
Perssakan l11gar�an 
V:l'�c,-ri:l;Xan.UI 

5 E·iallc.�1 Kuai::� uan 338.�26600 319.814.042 . '9.012 55e 112 g42.200 ''.>560!Ef 
Petcaan (E!<J.PI 
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1 Program Perlindungan 606.gg(.500 327.650.000 391.840.000 fil&n.060 300.346.191 347.95(.512 34.320.440 27.303.809 43.875.488 442.151.500 406.994.921 
din Konvenl SLl'llbtr 
Daya Alam 

1 Opa"asional UPTO "'""""' 327650000 391.840.00l 572.674060 300.346191 347.964.512 34.320.440 27 303.809 43.075.488 442.161 500 400994 921 
l.abo!atooun l.J� ... 

3 Program ReNbiftui ci,n 108.408.000 23.295.000 11.520.000 25.315.364 22.088.081 11.296.381 83.092.636 1.206.913 223.619 47.741.000 19.�6.611 
Pemulihain Cadangan 
Sumbef Oaya Alam 

1 Kegiatanusate yarg 10840800) 23.29500'.I 11 52()00) 25315364 22088067 11�381 83092 636 1206913 223619 47.741 000 19566611 
mertaab aaMSll'asi dan 
tekns pencegahan 

""""""" "' (Pemenksaan 'lirr;,tal 
peocem;1ran irrtlah C81r 
kegaian usaha) 

4 Program Peningkltan 
Kuaitn dan Akws 8'2.311.500 48U38.000 430.615.000 82i.027129 449.822.160 402.177.(09 16.284.271 31.615.840 28.437.591 584.788.167 559.342.266 
lnloonni SOA din LH 

1 Perr;uslnln lapaan 43193 000 41.938000 54665000 43 002.000 38124 200 51663 000 131.000 3813.800 3 002 000 46598667 « 283 007 
"""""' Sia"5 
l.l'gorgan � Oaerah 
(SLHDJ 

2 Pemilihan Otta LJ� 1271CJ5000 6100000 1192(5205 . 7 950 795 6100 000 . 45.132000 39748.402 ... 
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3 Pelayarian irtormasi 119.62300) 99.81000) 2199JOOJ 117�00) 961!l! 700 19.138.00J 2534 !IOO 3.111.300 1.851.!IOO 80.474 333 ti 641900 
kerusakan lallan darw'atau 
tarrah akiba.1 �oci*sl 

"""'"' 
4 Ka,an air be'Slh ISi ll11I 95100 !IOO 9141300) . 3 787 !IOO . 31733333 30 471 !IOO 

wiByah Klia P<nlanak 
5 PerrrgkatanKapasitas m.999.00J 143.68000) 11087500) mmoo:i 136.0:IOOJ 96.873 !IOO 125.!IOO 7100.!IOO 12.002000 144184667 137 709.000 

M"Myata 

6 Kocrdmas1Penle1anl<w 124.1Kl100'.l 5174000) 4831000) 12402100J 47 359800 47�00) 711l.!IOO 4.380.100 910.!IOO 74 950 333 71923.800 
Sella\ clan Hl.13u 

7 Nlikasl BldallJ 49.379 500 3170000) 2901500) 49 332.291 31 700 00J 27 796 909 47209 1218.091 36.698.167 36276.400 
_ n ...., 

8 Ka,an�an 5H70!IOO . 52.966950 . 503.950 . 17.813.333 17 655.6fi0 
-h <I T 'I' SUlga1 

9 Ka,an Pengelcilan I.Jntlah 51450 IXXl . 51123.783 . 326.217 17150.000 17041.261 
ca1r di Kw P<nianak 

10 Perr,usimn Oraft . 10070!IOO 99459ffll . 4 910.540 34 790.!IOO 33153.153 
Rarnrgan Pe<anran 
Oaerah ReocaR:l 
Pe!lrdrgan dan 
Pengel(ilan lJn,µ,gan ...., 

11 Poi,usu,an'""' 621!IO!IOO 59088 !IOO . 3102000 10 763 333 191!l! !IOO 
Kl.ei1as-� 
(IQ.HI 

12 Pmnaan Saka Ka�taru . 72850!IOO 71.835 500 . 14.500 24.283 333 14 278.500 

13 Pentierdayaan [)Ja . 30.620!IOO 25.393 !IOO . 5127.000 10.200667 8 464.333 -· . • 
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s Program Peningkatan 660511.000 1.153.805.000 23..060.000 sornrn3 1.014.308.138 221.451.171 148.378.887 139.496.162 14.608.226 680.125.333 579197.575 
PengendaHan Pok:si 

1 Kocrdrasi Penlaian 219596.000 65993.000 13.1411000 172145.724 211.536.814 21.637.006 47.450276 45.453.186 1.502.934 102.9118867 71.439868 
iJooJrol P""'""an 
lajoJgan 

1 �anunl>all 1:11437000 •7080000 16540000 102 331452 13472867 16 235 295 28105 548 13 607 133 304 705 64685007 47 346538 
Kegalan Usalli {Pen•an 
Usal'la a!au Reocana 
Kegatan Usalli Dailln 
ilaf9ol'entenan 
R-Kel!yabn 
Lirg<llllan) 

3 Pe!glwasan lrmah 118 335.000 94.150000 111952\000 101651.993 75084146 102.620 074 16683007 191165854 6 004 926 107 336007 93118 738 
Kegatan Usalli 
{Penemban dan 
Penlllalan Kegatan 
Usat. y� MeiaJJJgaJ 
K!lenwn�n 
Lirg<llllan) 

4 p-�· lmlah 182.143 000 946.585000 86.855.000 126002944 895215.011 00.959.339 56140� 51.369.989 5.895.001 405.194 333 367.392.431 
Kegatan Usalli 
{l',<,Jawasan unl>all 
Kegatan Usalli \\lliyah 
KiJal'OOallll) 
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6 P1t91111 Penngkatan 25.170.375.215 27 29;.543_41') 33.903.02;.197 2U14.241.691 26.675.791.806 32281.626.185 956.133 524 619 756.683 1.621.399 512 28.789.649.800 27.72l.886.561 
dan Pemelihman 
Kebers1han 

1 ��:sioral Pe'::,p.en 52i1003420 5 EOO.B!a.037 8.6o8 586 220 52�431.l'll 5.657 581 :03 8 340 143.823 23471.630 3.228.53i 318.442 397 6 5.13 iC6.559 6.41:.385 IOI 
K.=>l:Hsi·an Jal:nKda 

2 �er:sio·al Per�klr.an 12 585 835 31: 1307: 387 452 1�2624003i7 119n213549 128'5!117976 • 4 7ro 420 723 6'3621 i66 1793[19476 4i1.979 354 13641llllel5 13219540749 
Se'l'h de!gan �;., 
$1,a��kla d3' TPS ke 
TPA 

3 P�lma:1Koo:airer 418.635 IXXI ll3 £112.0)) 476.lli'0.033 Mil 8£2.850 2�.764 000 4131£1.0)) 5 7421:0 5.138.IIIID 1.116101111 395199.0CO 391.618 263 
oan larr:l:san Kort3J·er 

4 �er:sioral Perrel taraa· 1,1.m1XX1 152170.0)) 119 5!0033 165 !!:50)) 1511111501111 1�0700)) 1215000 1.oc5.IIIID I 52001111 1534761<7 • 5: 010 coo 
K.=>l:Hsi"an Har -H:r 
Besar 

5 �""""" j;n 119.1'50C(l [ffl E91.0ll 77 442iillll 100t17J)) 152277000 76 559.8)} ·2498.m 6.413.940 882 200 155 C83.o:o 2�.4114 7211 
�emtlhman PLT 

6 �er:sioral f'IS".a8�1 dir 31.X0.033 4l Olli.XO 00110000 3· 976.930 33.191802 59000250 23.[iiO 158BB 1!11 1.11197:,1) 4iC63333 41.389161 
P�atatrn Pergdran 
ll1Jl111 L1rd 

7 ��sio�al Per�1 5: 22 IXXI 980 6 Co.1.9t8.00J 7.571117 4CO 4959t10rn 5.747J37858 6 91' 483.040 1614211.5)} 2:6.630142 659.634 300 6232392.'27 5.871.8311429 
TPA 

8 Pene torae· An: 14'3624:CO 1481 !14011113 1637 7211 cco 1326413882 ll2%4itl0 14827:0549 137140618 1:13933<!1 • � 009 451 1527 461 soc 13i962H14 
Argaian Be'lrdor 
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7 Program Penlngbtan U2G.9JU50 3.&J7 .262.100 20.C22.511.600 5.)18.J.45.150 3.119.000.110 18.820.931.S)O 502.S91JOO 51.261.990 1.601.646.070 10.026.92S.550 9.l06.0921'J 
Sa,,n, don P111t111ana 
Keberslhan 

1 PflWl9Ul1t1 Prasa,ana at 369 DOO J 119235000 12 058 855 000 266 321 000 ) 108 519 000 11 357 906 000 211G48000 10 7Ui000 700 9-19 000 5 218 '86 3JJ 4 910 915 33J 
TPA 

' Ptn11NnTPAT#l1pl 3 000 160 000 2nomooo . 229 381 000 . . I 000 053 333 923 593 000 

3 Pembang.wlan Lltldlsan 41 SOOOOO 200 000 000 40 890 000 198 8.U 000 610 000 . I 1SJ 000 80 500 000 n912m ,.,_ 
• Pengatia.w, �un 815 787 000 . 408 670 000 . . 407117000 271929000 136 223 333 

A�•,o "'-"" DAKI 
5 Pwigadaan kendarun 1 526 630 000 s so •oo ooo 1512 ,os SOO 5 621429 000 14 224 SOD . 371971 000 2'90 010 000 2m g.u BJJ ·�·· 6 Wotkshop PrHatilJII dlfl 639 127 !ISO 718 027100 721 2S5 600 590 599 530 '7 266 300 47 545 990 130 656 070 692 8035SO 6H 647 430 

S.ana Perumpahan 591 861650 &70481110 

7 Ptngj(ja., koffl11t1ef B.u 136 150 000 683 2!0 000 136 088 000 643 480 000 62.000 . 3' 800 000 273 lAl llJ 2S9 856 000 

8 Program Sosiatislli 
Kebi}akan Pen,g,elolaan 1.119.111.668 J.711.195.718 6JW!l6t518 2.m.su.m 3.SSS.341.315 5.IJ9J13.093 '1.736.491 186MU03 485.ffl.A2S U9S.31UJ5 U57.387.� 
Penampehan 

1 Keg.ff! Pen')"Jlllllll da'I 123 SS8 JOO 101847 000 169 3'7 000 123 136 57(1 101 545 000 1SO 746 552 421 730 302.000 186SO.U8 131600 767 125 142 707 
Sosi.JilsaSIPdlllil'l ,--�- 

2 Pengawasan da'I 1 275 551500 1308 511050 1901 573 550 1256513'00 1242196 822 1817 327 525 190U 100 66 31• 228 8" 246 025 1495 214 OJJ I 08 679249 
PIIIWdakan Ktberslllan 

3 Pe!lge!olaan l<t1111rwn din n"'"' 35 540 000 49 080 000 76 8"5 2SO 35 190 800 41 '30 700 S1) 050 �·200 16'9 JOO SJ 992161 SJ 155 583 
retlbusi l<eben.rhan • Rekldkfi1 D&iil PolfflSI 198 708 JOO 220 700 000 195 860 000 198107 2SO 200.261 000 193 35' 000 """' 20 439 000 2 506 000 20S 089A33 197 240 750 
Rt!nW11 Ktbtrsflal 

5 lntensik1S1 Pe� 96 03.t 000 . 71366 600 . . 24 667 400 32011333 23 788 867 
l<m't!S Retntl.1,1 

6 Pengtlolaln � 476 sss 850 321 T70 000 3 202 976 000 m ssa900 317 158 500 2-885 77(1602 '"'"' 4611500 317205398 1333 SOO 617 I 22!i 839 334 
Bertlam Masyarabt (3R) 

70Pf!ISIOll.lil� 617 439 418 &41 SJ2 668 709 943 968 618 349 807 007 368 293 mm m 19 089 611 34 16' 375 36 666 854 6629n018 632 998 405 
TPST JR di Plllnama 

8 P,mbang..i.,. Bil'lk 11'1895 000 . 1 061 627 900 . . 60 267100 . 380 631.667 360 5'2 633 
Sampati oari Rumah 
Pengompasil'l (OAK Uil<) 
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9 Progra• Plfinoon�n 2!115.000 m.m.ooo 167.561.010 2!.6M.OOO l�.101.iOO 162.10!001 !.611.100 2.111.510 5.4�.010 181.J5S.6S7 175.615.167 
din Pt>J'oan Cadang,n 
S11r.ber D�1 AIIII 

l F•�•�fae Lntu'!t'fl �J�OCO �n,llJ �.600 OC . ��Ii))] ·1ooco 174)00) �1'5i))J ��l)J 
fooo 

2 C•�•dG·een�llo:a 119.6�[0 �3 730.:0:1 1· �ll)J 117.6�[ 917'0 Ill 70�5.illll ,.OOI OCO 2illll(OO 1.:-0J.OOI � f.3 333 � 1!16.ili7 
Fol�i: 

J F•gaanHenF<u1 00.BWOCO 43 :ro.:o: 49 315.lll 5'3-10 oc m,s,.. H�2illll 7.500 OC-0 18Wli 1.71!.00I 511!8 333 � I03�J 
Sn� 

lS.!n.197.�3 17.327.371.107 st101.m.,15 �.71!.ln.M 3i1�.713.JOl ll.ln.131162 1.354.015.0� 1.072.�I.OOI i.ai1.m1� 4111.667.111 ij,151.!7.00I 
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2.4      Tantangan dan Peluang

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsinya, maka DLH Kota Pontianak berupaya semaksimal mungkin untuk

mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan

permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan

yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi

DLH Kota Pontianak dengan optimal.

Adapun tantangan yang perlu diatisipasi, antara lain :

1) Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada

tempatnya, pemilahan sampah dan jadwal pembuagan sampah.

3) Sering terjadinya kemacetan lalu lintas, sebagai akibat rendahnya kesadaran berlalu

lintas yang membahayakan PHL yang sedang bertugas.

4) Sulitnya merubah perilaku para pengusaha dan masyarakat terhadap pentingnya

pengendalian pencemaran.

5) Meningkatnya para pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

6) Kurangnya dukungan dan kesadaran dari pemilik usaha maupun masyarakat tentang

pentingnya   pengelolaan lingkungan hidup dan mentaati aturan yang sudah

dikeluarkan.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan :

1) Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang

bersih dan berwawasan lingkungan.

2) Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.

3) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan yang makin meningkat.

4) Sampah dapat dikurangi (Reduce), dapat digunakan kembali (Reuse) dan dapat didaur

ulang (Recycle).

5) Meningkatkan penindakan terhadap kegiatan usaha   yang melanggar peraturan

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

6) Melakukan pelatihan terhadap staff yang ada dengan tujuan memaksimalkan fungsi

dengan jumlah pegawai yang ada.
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Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, faktor-faktor penghambat dan

pendorong  pelayanan yang  dapat  mempengaruhi  pencapaian  visi dan misi  kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Internal

a. Kekuatan (Strength)

1) Adanya dasar hukum untuk melakukan tugas di bidang lingkungan hidup

2) Sumber Daya Manusia pada Level Eselon 3 dan 4 memiliki disiplin ilmu

yang linier dengan Tupoksi yang ada.

3) Sumber Daya Manusia pada Unit Laboratorium memiliki disiplin Ilmu

yang  Linier dengan  Tupoksi  Laboratorium  dan telah  banyak  diberikan

pelatihan terkait dengan Laboratorium.

4) Penguasaan Staff untuk kondisi lapangan terkait permasalahan

Lingkungan.

5) Bentuk dari Organisasi adalah Dinas sehingga sudah merupakan keharusan

untuk melakukan Fungsi Koordinasi dengan OPD lain untuk

menyelesaikan permasalahan lingkungan.

6) Tersedianya sarana pendukung kegiatan yaitu berupa kendaraan Mobile

Laboratory, AQMS (Air Quality Management System), Posko pengaduan

warga, meteran laser, dan perlengkapan lapangan lainnya.

7) Memiliki SOP (Standard Operational Procedure) sebagai bahan dalam

melakukan tugas.

b.   Kelemahan (Weakness)

1)  Jumlah Pegawai di bidang pengawasan masih terbatas dan kurang

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.

2) Pengembangan kapasitas dalam bentuk Pelatihan, Seminar, Workshop dan

Bimbingan Teknis belum merata di semua bidang.

3) Kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada masyarakat Kota Pontianak.

4) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

5) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan PHL.
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2.   Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan

Pontianak kota yang bersih dan berwawasan lingkungan.

2) Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.

3) Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah.

4) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan yang makin

meningkat.

6) Sampah dapat dikurangi (Reduce), dapat digunakan kembali (Reuse) dan

dapat didaur ulang (Recycle).

7) Kerjasama dengan Pihak PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam

penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

8) Meningkatkan penindakan terhadap kegiatan usaha yang melanggar

peraturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

9) Melakukan pelatihan terhadap staff yang ada dengan tujuan

memaksimalkan fungsi dengan jumlah pegawai yang ada.

b.   Ancaman (Threat)

1) Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk.

2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah

pada tempatnya, pemilahan sampah dan jadwal pembuagan sampah.

3) Adanya sampah yang berasal dari penduduk kabupaten berbatasan yang

dibuang pada TPS dalam wilayah Kota Pontianak.

4) TPA Batu Layang semakin hari semakin berkurang kapasitas daya

tampungnya.

5) Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak adalah pusat

aktifitas seluruh sektor di propinsi ini dengan akibat sampah yang

ditimbulkan dari aktifitas tersebut.
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6) Ancaman pidana bagi penyelenggara pengelola sampah yang lalai, sesuai

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

7) Sering terjadinya kemacetan lalu lintas, sebagai akibat rendahnya

kesadaran berlalu lintas yang membahayakan PHL yang sedang bertugas.

8) Sulitnya merubah perilaku para pengusaha dan masyarakat terhadap

pentingnya pengendalian pencemaran.

9) Meningkatnya para pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran

lingkungan.

10) Kurangnya   dukungan dan   kesadaran   dari   pemilik   usaha maupun

masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan

mentaati aturan yang sudah dikeluarkan.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa

permasalahan diantaranya Permasalahan. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan

pencapaian target meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak yaitu:

1. Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis pemeliharaan dan perbaikan

peralatan.

2. Tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam penglolaan sampah untuk jangka

panjang.

3. Terbatasnya SDM Fungsional untuk penyuluhan kepada masyarakat.

4. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan

lingkungan secara mandiri.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

Visi dan misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan

Bermartabat”

Untuk mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas haruslah dirumuskan lebih

lanjut dengan misi yang lebih terukur objektif dan spesifik. Misi merupakan pernyataan

yang memberikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh pejabat dan staf

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dengan adanya misi tersebut diharapkan

memperkenalkan semua kontribusi yang harus dicapai oleh setiap aparat termasuk

program dan hasil yang ingin dicapai.
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Misi Kota Pontianak Periode 2020 – 2024 adalah :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

2) Menciptakan infranstruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan

teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

4) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

5) Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi, serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pada MISI KE-LIMA (5) yaitu

mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang cabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019

bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan

tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai

RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas

sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi

dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian

PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan

bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas

mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal

20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi

dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga

rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.
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masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke

2.

generasi berikutnya.

Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat

Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” Untuk mewujudkan Visi di atas,

kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan

Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas,

terdapat  dua kata kunci, yaitu  keberlanjutan  dan kesejahteraan.  Makna dari  pernyatan

Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat

menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi

dan social masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan

pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup
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Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden diatas, khususnya yang berkenaan dengan Misi

ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan

yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai

acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas,

fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  serta Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,

2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan   lingkungan secara

berkeadilan dan berkelanjutan,

3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola hutan baik laki-laki maupun

perempuan secara adil dan setara, dan

4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang

akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK.

Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap

perubahan iklim,

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumberdaya hutan dan lingkungan

hidup,

3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan

secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.
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Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada

akhir  periode perencanaan  yakni suatu capaian indikator  kinerja pada tataran dampak

(impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap

perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan

dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

(IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan

Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai

dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan, dengan indikator yaitu: (1)

Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai

Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.

3. Terjaganya keberadaan,  fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan

berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan;

(2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria);

(3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan

indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumah Kasus

LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau

Implementatif; (5)   Nilai Kinerja   Reformasi Birokrasi; (6)   Opini WTP atas

Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8)

Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut RT RW Kota Pontianak Tahun 2013-2033 mengenai Strategi Penetapan

Kawasan Strategis Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Penetapan Kawasan strategis

Kota Pontianak dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan

dengan kriteria:

1) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

2) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;

3) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap   tahun

berpeluang

4) menimbulkan kerugian negara akibat bencana alam seperti banjir;

5) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

6) Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

7) Perlindungan wilayah dari rawan bencana alam; atau

8) Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas

terhadap kelangsungan kehidupan.

Ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang

ditetapkan sebagai kawasan strategis ialah Kawasan Lindung Gambut dengan

ketebalan gambut lebih dari 4 meter dan kawasan Sempadan Sungai Kapuas, Sungai

Landak dan Sungai Malaya.

Tahapan pelaksanaan pembangunan Kota Pontianak dilaksanakan dengan empat tahap

yang masing-masing berjangka waktu lima tahun :

1. Tahap I : tahun 2011 sampai tahun 2015

2. Tahap II : tahun 2016 sampai tahun 2020

3. Tahap III : tahun 2021 sampai tahun 2025

4. Tahap IV : tahun 2026 sampai tahun 2030
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Pengembangan Kota Pontianak yang didasarkan pada kawasan prioritas menurut

tahapan pembangunan kota adalah sebagai berikut:

a) Tahap I : Pengembangan dan Pembangunan Jalan Lingkar Kota, baik lingkar

dalam maupun lingkar luar kota, Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder

disesuaikan dengan peraturan dimensi tentang  jalan sebagai upaya pengalihan

kepadatan penduduk pada kawasan pusat kota dan kawasan terbangun serta

pengalokasian  infrastruktur ekonomi yang penting

b) Tahap II : Pengembangan pusat dan sub pusat kota, penataan kawasan pusat

kota, Kawasan Permukiman kumuh, kawasan sempadan sungai kapuas dan

sungai  Landak serta penataan drainase perkotaan

c) Tahap III : Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Lingkungan, Peningkatan

dan pemerataan pembangunan infrastruktur (drainase, air bersih   listrik dan

tempat pembuangan sampah sementara) pada seluruh Wilayah Kota

d) Tahap IV : Kawasan baru yang diperuntukkan bagi kawasan permukiman dan

pengembangan fasilitas dan utilitas kota

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi

ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air; (2)

pengelolaan sampah dan limbah B3; (3) kerusakan lingkungan; (4) kualitas udara dan

(5) keanekaragaman hayati.

2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi lingkungan hidup terhadap perekonomian

nasional, terdiri atas: jasa lingkungan dan Circular Economy.

3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan hidup terdiri

atas: (1) kesehatan masyarakat dan (2) pendidikan lingkungan.

4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola lingkungan

hidup terdiri atas: (1) efektivitas tata kelola; (2) mainstreaming perubahan iklim; (3)

penegakkan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

LHK; dan (4) enabling conditions.
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Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara

kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan

retribusi kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan

retribusi kebersihan sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi

kebersihan  secara akurat.  Dengan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota

Pontianak dengan melakukan pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu

bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan membangun kota agar tetap bersih dan

indah.
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Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu

kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi

geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah

wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk

memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG

dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya

Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan

pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN

merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama,

tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden

tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan

penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana

penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong

kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan

sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum

tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial

khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan

dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-

masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar

penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan

pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan

menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu

pendekatan yang awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan money follow



program. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar

wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang

sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi

geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah.

Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya

efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga

proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan

berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan harus konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang

menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2020 – 2024

dirumuskan sebagai berikut : Tujuan adalah arah yang ditetapkan akan dicapai dengan

mengacu kepada visi dan misi Kota Pontianak. Pernyataan tujuan dan  sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai

berikut :
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Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Formula Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
Ke-

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2020 2021 2022 2023 2024
1. Menurunnya

pencemaran
lingkungan

Indeks Kualitas Air (IKA) 52.50 53.00 53.50 54.00 54.50

Indeks Kualitas Udara (IKU) 81.50 82.00 82.50 83.00 83.50

Indeks Kualitas Tutupan Lahan
(IKTL)

39.60 40.00 40.50 41.00 41.50

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup

Indeks
Kualitas Air
(IKA)

Persentase
Capaian Target
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Capaian IKLH / Target x 100% 98.66 100.6 101.7 103 104

Indeks
Kualitas
Udara (IKU)
Indeks
Kualitas
Tutupan
Lahan (IKTL)
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No Tujuan
Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Formula Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

Ke-
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2020 2021 2022 2023

100
2024

Meningkatnya pengelolaan
sampah

Persentase penanganan dan
pengurangan sampah

Jumlah sampah terkelola / Jumlah potensi timbulan
sampah x 100%

100 100 100 100

Meningkatnya pembinaan,
pengawasan dan
Kerjasama pengelolaan
lingkungan hidup

Persentase
peningkatan
ketaatan
pelaku usaha
terhadap
pengelolaan
lingkungan
hidup

Persentase
peningkatan
ketaatan pelaku
usaha terhadap
pengelolaan
lingkungan
hidup

Jumlah pelaku usaha yang taat / Jumlah kegiatan usaha
yang diawasi x 100 %

50 50 60 65 75

Persentase
Kelompok
Masyarakat
Peduli
Lingkungan

Jumlah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan /
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina x 100 %

50 50 60 70 80

Persentase
penghargaan
lingkungan yang
diterima

Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima / target
penghargaan lingkungan x 100 %

50 50 50 60 60

Persentase
pengaduan yang
telah
ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / jumlah
pengaduan yang masuk x 100 %

100 100 100 100 100
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas

Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari kebijakan RPJM Kota Pontianak.

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas danBermartabat
MISI : Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menurunnya
pencemaran
lingkungan

Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup

1. Meningkatkan Pembangunan
IPAL Komunal di Kawasan
Permukiman

2. Menyediakan alat Pemulihan Air
yang ditempatkan di badan
parit/sungai

3. Meningkatkan fasilitas dan sarana
dalam pemantauan kualitas air
permukaan di badan sungai/parit

4. Melakukan penataan Ruang
Terbuka Hijau

5. Melaksanakan
ProgramKeanekaragaman Hayati

1. Melakukan Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

2. Melakukan Penanggulangan
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3. Melakukan Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

4. Meningkatkan Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
pengelolaan
sampah

6. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas pengelolaan sampah dan
operasional kebersihan

7. Mengembangkan system dan
pengelolaan persampahan
regional

5. Melakukan Penyimpanan Sementara
Limbah B3

6. Melakukan Pengumpulan Limbah B3
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

7. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Meningkatnya
pembinaan,
pengawasan dan
Kerjasama
pengelolaan
lingkungan hidup

8. Menerapkan sanksi terhadap
pelanggaran terhadap Perda
Pengolahan Air Limbah

9. Penegakan Hukum Lingkungan
10. Mendorong peran serta

masyarakat dalam pengelolaan
sampah sejak dari sumbernya.

8. Membuat Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota

9. MelakukanPenyelenggaran Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

10. Meningkatkan Pembinaan dan
Pengawasan  Terhadap  Usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH
diterbitkan oleh  Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

11. Melakukan Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

12.  Pemberian Penghargaan Lingkungan
Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

13.  Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
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Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui

Retribusi Persampahan :

1. Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan.

2. Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang

belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

yang berlaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran).

3. Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif

yang dikenakan.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan

dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode Rencana Strategis dapat dicapai.
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Jumlah Program yang dicanangkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah 10 Program sebagai

berikut:

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program rutin yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 15.262.041.808 dengan jumlah

kegiatan sebanyak 6 buah kegiatan.

Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program teknis yaitu :

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp.870.388.380

dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp.62.672.500

dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp.91.588.622 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah

kegiatan.

5. Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp.37.255.469.986 dengan jumlah kegiatan

sebanyak 1 buah kegiatan.

6. Program    Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp.382.820.000 dengan jumlah

kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan.

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp.226.999.400   dengan jumlah

kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk

Masyarakat Sebesar Rp.2.203.488.150 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk   Masyarakat Sebesar Rp.276.325.300

dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp.104.999.650 dengan

jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan.
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang mendukung visi,

misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah

sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Tujuan : Menurunkan pencemaran lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran : Persentase Capaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH

No Indikator

Kondisi
Kinerja

pada
Awal

Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
Akhir

Periode
RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1

Jumlah upaya
pemantauan terhadap
pencemaran dan/atau
kerusakan LH

- - - 2 upaya
pemantauan

2 upaya
pemantauan

2 upaya
pemantauan

-

2
Jumlah media
lingkungan yang
dipantau

- - - 3 media
lingkungan

3 media
lingkungan

3 media
lingkungan

-

3

Jumlah Upaya
Pemulihan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

- - - 5 upaya
pemulihan

5 upaya
pemulihan

5 upaya
pemulihan

-

4
Terwujudnya Taman
KEHATI

- - 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi -

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sampah

Indikator Sasaran : Persentase penanganan dan pengurangan sampah

No Indikator

Kondisi
Kinerja

pada
Awal

Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
Akhir

Periode
RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 Jumlah kegiatan - - - 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan

2 Jumlah kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

3
Jumlah sampah yang
dikelola (ton)

- - - 144.652,17
ton

144.652,17
ton

144.652,17
ton
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Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan Kerjasama pengelolaan

Lingkungan hidup

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan

Lingkungan

Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan

Persentase penghargaan lingkungan yang diterima

Persentase Pengaduan yang telah ditindaklanjuti

No Indikator

Kondisi
Kinerja

pada
Awal

Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
Akhir

Periode
RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1

Jumlah dokumen

Rencana perlindungan

dan pengelolaan

lingkungan hidup

- - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

2

Jumlah Dokumen

Kajian Lingkungan

Hidup Streategis

(KLHS)

Kabupaten/Kota

- - - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

3

Jumlah pelaku usaha

yang dibina dan

diawasi

- - - 245 pelaku

usaha

245 pelaku

usaha

245 pelaku

usaha

4

Jumlah peserta

Peningkatan

Kapasitas dan

Kompetensi SDM

Bidang Lingkungan

Hidup untuk

Lembaga

Kemasyarakatan dan

Pendampingan

Gerakan Peduli

Lingkungan Hidup

- - - 100 orang 150 orang 150 orang

5

Jumlah penerima

penghargaan

Lingkungan Hidup

- - - 18

penerima

18

penerima

18

penerima

6
Jumlah kasus yang

tertangani

- - - 75 kasus 70 kasus 70 kasus



BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pontianak ini merupakan dokumen perencanaan pengelolaan dan pengendalian dampak 

lingkungan hidup jangka menengah yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro 

dan program-program pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Dokumen 

perencanaan ini berlaku untuk masa lima tahun, yang disusun untuk menjamin penggunaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efesien dan efektif. 

Selanjutnya dokumen ini digunakan sebagai acuan/pedoman bagi unit kerja di 

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi unit kerja masing-masing. Selain itu untuk mengoptimalkan peran serta dan 

kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan pembinaan dan 

sosialisasi program/kebijakan lingkungan hidup yang tertuang dalam Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) yang memuat program skala prioritas pengelolaan lingkungan hidup untuk 

dituangkan dalam APBD Kota Pontianak. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah berupaya menyusun Rencana Strategis 

Perubahan Kedua ini dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana 

yang disusun tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh 

komponen masyarakat, dunia usaha dan aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pontianak. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar 

dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan terwujudnya Visi Kota Pontianak yaitu 

"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN 

BERMARTABAT' 

W ALI KOTA PONTIANAK, 

EDIRUSDIKAMTONO 
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